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PUTUS AT

NOMOR 1 04/0/PIUN.BKL/ 1998,

"DEXT KEADTLAN BRRDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA E3A"

Pengadilan Tata Ussha Negara ’.Benglmiu yang memeriksa,
mémtus, dan menyelesaikan sengketa TFata Usaha Negara dalam
tingka?i Pertama, telak menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam sengketa antara 3

YOTPIE CHAMDRAIINIATA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Svwasta, Tempat tinggal di Jalan Raflesia Tomor 534 Ke-
Iurshan Nusa Indah Kecamatan Gading Cempaka Kotamadya

Bengkulu, selanjutnya disebut sebagal FENGJUGAT ;

Dalen hal ini mesberd Kuasa kepada s
1+ HADE SUKJADB, SH.
2. SYAMSUL BACHRI, SH.

3. HANAFT PRAWAJAYA, SH.

Pengacara Praktek/Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara/Pena—
8ihat Hukum '"“CENTRAL KEADILANY Bengkulu, alamat di Jalan S,
Parnan Nomor 21B Bengkulu, berdasatkan Surat Kuasa Xhusus d4i
bawah tangen Nomor 059/CR-H/BKL/1998 tertangzal 24 Fopeuber—

1998 3
MELAWTAN

1. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTSIEN PERINDUSTRIAN DAN PERDA-

GATIGATT PRCTITSI BEHGHULU

Mamat Jalen 3. Parman Nomor 21 Bengkulu, selanjuinyz ai
sebut sebagai TERIIJGAT T 3

2, KEDPALSA XAVTOR DIIAJ TINGKAT I PROPIUSI BENGKULU 3

Alamat .eiieiansnn
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Aapet Jaian Jend, Besuki Rehmnd Nomor 8 Bengkulu, se-—

lanjutnys disebut sebagai TERGUGAT IT ;

3. KEPALA KANTOR PELATANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BENGKULI ¢

Alanat Jalan Soskarno Hatta Anggut Atas Benglulu, ase~

lanjutnya disebut sebagai TERJUCGAT IIT j;

4. XEPALA KANTOR IELANG NEGARA BENGKULU j

Alamat Jalan Musium Padang Harapan Kotamadya Bengiulu,
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV g

Pengodilan Tata Usaha Negara tersebut j

_ Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Bengkulu tertanggal 14 Januari 1999 Nomor tW
Pen/1998/PTUN.BKL, tentang Pemunjukan Majelis Hakim yang me~
meriksa, memitus dsn menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara

terssbut

Telah mermbaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim ter-
tanggal 14 Januari 1999 Nomor O4/FEN-HS/PTUN.BKL/1998 tentang
Penetapan hari sideng Pemeriksaan Persiapan j

felah membaca Surat Penetsapan Xetua Majelis Hakim ter—

’ tanggal 9 Pebruari 1999 Nomor O4/PEN-ES/PTUN.BKL/1998 tentang
Penetapan hari 3ideng j

Telah membaca dan memerikss berkas perkara j

Telah membaca dan memsriksa surat-surst bukiti dan men-
dengar ketersngsn kedus belah pihak yang disjuken d4i persi-

dangsn j

TENTANG DUDUKNYA PERKAHA

lonimbang, Y AL IE
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Monimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya ter
tanggal 27 Fopember 1998, yang diterime dan didaftarkan di Ke
paniteraan Pengadilan Tata Usahs Fegara Bengkulu dibawah Re=-
gister Nomor 04/G/PTUN,BKL/1998 dan telah diperbaiki  dalam

Pemeriksaan Persiapan tanggal 3 Pebruari 1999 j

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang terbuka untuk
umum untuk Penggugat hadir Kuasanya bernama MADE SUKIADE, SH.
sedangkan untuk Tergugat I hadir Kussanys yaitu ZAHART ,SE,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus di bawah tangan tertanggal 27—
Januari 1999 Nomor 99/08/K#-PP/UPDN.2/1/99, untuk Tergugat II
hadir Kuasanya yaitu DRS, ISKANDAR FAMDANT dan DRS, SANULUDIN
berdasarkan Surat Kuasa Khusus di bawah tangan tertanggal 26—
Januari 1999 Nouwor 780/99/DLLAT-28, untuk Tergugat ITII hadir
Kuasanya yaitu DR3., ZATDINA dan MUDASIR, SH, berdasarkan Su-
rat Kuasa Khusus di bawah tangan tertanggsl Pebruari 1999
dan untuk PTergugat IV hadir Kuasanya yaitu HARI SANTOSA dan
WELMI berdasarkan Surat Kﬁa.sa. Xhusus di bawash tangan tertang=

gal  Pebruari 1999 Nomor SKU-O1/WEN,.02/KL.04/1999 ;

Menimbang, bahwa ujud gugatan yang sudah diperbaiki

adalah sebagai berikut s

1. Bahwa Penggugat mempunyai pinjaman pada PT, BANK BUANA IN-
DONESIA Cabang Bengkulu atas nama GV. PULAU BAAT INDAH
e jumlah Rp.200,000.000,~ (dua ratus juta rupiah) pada

tanggal 6 Juni 1990 ;

2. Babwa Penggugat juga mempunyai pinjaman pada PT. BANK BUA-
NA INDOKESIA Cabang Bengiculu atas nama CV. BULAN MAS sejum
lah Bp,200,000,000,~ {dua ratus juta rupiah) pada tanggale-

4 Oktober 1994 j

30 Bahwa serrerseanse

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



3.

4e

e

6,

Te
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Babwa ates pinjaman kedua tersebut, Fenggugat telah memw
bayar bunga pada PT. BAYK BUANA INDONESIA Cabang Bengkulu

lebih kurang Rp.600.000,000,~ (enam ratus juta rupiah)

Bahwa pinjaman atas nama CV. PULAU BAAT INDAH ge jumlah
Rp.200,000,000,~ (dua ratus juta rupish) tersebut harus
dilunasi dan atau telah Jatuh tempo pada tanggal 6 Juni

1991

Bahwa pinjaman atas nama CV. BULAN MAS yang jumlahnys
Rp.200,000.000,~ (dua ratus juta rupiah) juga telah jatuh

temponya tanggal 4 Okitober 1995 ;

Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk
melunasi kedus pinjaman tersebut, akibat dari kepailitan
yang dideriia oleh Pengsugat, maka sesusi dengan  jatuh
temponya, sesual dengan perjanjian kreditnya, maka oleh
pihak PT. BANK BUANA INDONESIA Cabang Bengkulu telah meng
ajukan Somatie atas kedua pinjamen terssbui ke Pengadilan
Negeri Bengkulu dan telah pula mengajukan sita eksekusi
atas kedus pinjaman tersebut kepads Pengadilan Kegeri
Benglaulu j _

Bahwa pada tanggal 28 Juli 1998 olsh  Pengadilan Negeri
Bengkulu dilaksanskan pelaksanaan penyitaan Eksekusi deng
an No, O3/FIAT-EKS/1998/PN.BXL, stas barang-barang Peng-
gugat antara lain g

1. satu bidang tanab yang luaanya 1406 Meter persegi.

2, tiga unit mobil diemsel dumtruk.

3. empat unit mobil nisan.

4, Bangunan rumah diatas ftanah seluas 1406 meter persegi.

Bahwa setelah dilaksanakan sita eksekusi tertanggal 28-

Juli 1998 oleh Pengadilan Negeri Bengkulu melaksanakan

lelang civeescses
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lelang pertama pada tanggal 5 September 1998 dan lelang

kedua tanggal 21 Septermber 1998 ; . . Cy

9, Bahwa didalam pelaksanasn sita eksekusi yang dilaksanakan
oleh Pengadilan Negeri Bengkulu tertanggal 28 Juli 1998 —
$erdebut seluruh a.aet/barang—barang Pengzugat adalah ter—

" masuk didalam berita acara penyitaan antara lain 1

i 1. sebidang tansh yang luasnya 1406 meter persegi.
2, satu buah bangunan permansnt.
_ ' ' 3. tiga unit mobil dumtruk/diesel.

4, empat unit mobil nisan.

ikan tetapi didalam berita acara lelang ke satu dan ke dua
3 unit mobil dumtruk/diesmel tidak termasuk barang  yang
dilelang, dan atau tidak dimasukkan sebagai barang-barang

yang dilelang 3

40, Bahwz oleh karens 3 unit mobil dumtruk tersebut tidak ter-
masuk barang-barang yang dilelang, maks oleh BRI Cabang
Bengkulu mengsjukan gugatan ke Pengadilan Negeri 3Bengkulu
ates 3 unit mobil dumtruk/aset dimsksud, dan oleh Pengadil

an Negeri gugatan tersebut telah diperiksa dan diputuskans

T 11, Bahwa atas pengajuan permchonan sita eksekusi dari PT.EBI.
Cabang Bengkulu, kemdian oleh Pengadilan Negeri Bengkulu

telsh pula memmjuk tim penafsir yaitu 1

4. Dari Kantor DLLAJ atas barang bergersk yaitu 4 unit
mobil Nisan tghun pembuatan 1990 hanya ditafeir 4 unit
mobil tersebut adalah Rp.78.225.000,- dengan berita aca

ra penafsiran tertanggal 24 September 1998 tanpa nomory

2, Dari Kantor Wilaysh Departemen Perindustrian dan DPer-

| dagangan Bengkulu, juga memborikan penafsiran yang sama
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dsngan DLLAJ ke 4 unit mobil Nisan tahun pembuatan 1990
adalah Rp.78.225.000,~ agar nomor surat 137908/KW-PP/UR

DN 2/IX/1998 tertanggal 24 September 1998 3

3, Dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangman ( FBB )
yang menafsir Tanah dan Bangunan milik Penggugat, Jyang
mana bangunan tersebut telah dibangun tahun 1995 hanya
ditafsir Rp.250.530.000,~ tertanggal 17 Septeunber 1998

tanpa nomor berita acara 3

4 : . 4. Dari Kantor Lelang Negara yang hanys melakukan pelelang
| an ke 4 unit mobil nisan, pembuatan tahun 1990 seharga

Rp.95,000,000,~. Sedangkan tanah ditasbah bangunan yang

ada diatasnya adalah sebesar Rp.260.000,000,- dengan
nomor surat keputusannys No.192/1998-1999 tanggal 6 Ok~

\ ' tober 1998 j

12, Bahwa atas tafsiran yang telah dilakukan oleh tim penafsir
tersebut tadi oleh pihak Pengadilan Negeri Bengkulu telah
mengeluarkan surat pengumuiman lelang dan telah pula menun

'J ) | juk kantor lelang negara sebagai juru lelangnya j

13. Bahwa Tergugat I, II dan Tergugat III telah melakukan pe-

| nafsiran terhadap harta milik Penggugat adalah sangat Jauh

dibawah dari pada harga yang sebenarnya, schingga dalam

hal ini sangat merugikan Penggugat dan semata-maia oleh pi

hak Tergugat I, I, IIT dan Tergugat IV, ingin menguntung-
kan pihak PP, BBI Bengkulu i

14. Bahwa terbukti pihsk Tergugat I, II telah menafsir ke 4

unit mobil nisan milik Penggugat yang kondisinya masih sa~

ngat baik dan ateu laik dipakai, hanya ditafsir se jumlah

b Rp.78.225.,000,~ sedangkan harga barunya 1 wnit  mobilnya

adalah menocapai Ap.120.000.000,— dan kalaupun dihitung

dBNZAN svssinsvrans
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dengan adanya penyusutan dari tshun pemakaian 1992 sampal

dengan pertengashan tahun 1998, berarti mobil tersebut baru

di

terpakai lebih kurang 5,5 tahun dan bila dibitung adanya
penyusutan hanyalah berkisar 28 % sampai dengan 30 % penyu
sutan bila diperkirakan harga 1 unit mobil nigan tersebut

bila dijusl sekarang serta dikalikan dengan harga delar

pada saat bulan maret sampal dengan juli 1998 yang menca-
pai 14.500 per dolar U3, maka dapat diperkirakan harga 1
unit mobil nisan tersebut bisa mencapai Rp.60.000.000,-per
1 unit mobil nisan tersebui, sehingga bila dihitung maka
secara riil harga 4 unit mobil nisan tersebut adalah men-

Oapal 4 X RP.50.000.000,” = RP.240.000.000,-* ’

15, Bahwa oleh Tergugat IV (Kepala Kantor Lelang Negara) hanya
melelang atau menjual 4 unit mobil nisan milik  Penggugat

seharga Rp.95.000.000,- 3

16. Bahwa akibat dari pada perbuatan yang dilakukan oleh Ter-
gugat I, II dan Tergugat IV, maka Pengsugat telah merasa

dirugikan sejumlah Rp.240,000,000,~ - Rp.95,000.000,~ =Rp.

145-0000000’_ H

47. Bahwa olek Tergugat III teleh nelakukan peﬁafsiran terha—

1 dap tanzh milik Pengguzat yang luasnya 1.406 meter persegi
' adalah hanya Rp.50.616,000,- sedangkan berdasarkan surat
keterangan Notaris Ichsan Tedja Buana, SH. di Bengkulu de-
ngan nomor suratnya 12/TI/N/1998, Harga tanah milik Penggu
gat diperkirakan dan atau ditafsir menurut  pengamatannya
seguzi dengan Jjabatannya selaku Notaris dan pengalamannya
adalsh Rp.125,000,~/M2, maka harga tanah milik Pengzugat

14406 x Rp.425.000,-/M2 = Rp.175.750.000,~ 3
. 18, Bahwa berdasarkan surat keterangan dari Lurah Jalan Jedang

NOHOT wssennessans
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78/1002/1998 tanggal 16 Februari 1998 telah menafsir ber-—
dasarkan pengalamannys dan prakteknya di lapangan,  hargs
tanah milik Penggugat diperkirakan dan atau ditafsir ada~
lah Rp,150,000,~/M2, Maka harga tanah milik Penggugat di-
perkirakan 1,406 M2 x Rp.150.000,- = Rp.210.900.000,= se—
dangkan oleh Tergugat III selalu tim penafsir hanya ditaf
sir Bumi dan atan tanash seluas 1,406 M2 milik Ponggugat ha
nya Rp.50.616.000,- 3

Apabila Giambil kesmimpulan dengan harga Tata-rata Rp. 129.
000,=/112 saja, maka Penggugat telah dirugikan adalsh Rp .
175, 750.000,— dan dikurangi dengan Rp.50.616.000,- maka ke

mgian PBnggugat adalah RP.1250134-m0"" H

Bahwa oleh Tergugat IIT telah melakukan penafsiran terha~
dap banguman milik Penggugat sejumlah Bp.199.914.000,= se-
dangkan bangunan rumsh milik Penggugat sewaktu dibangun
pada tabun 1995 telah menelan dana lebih kursng Rp. 350.
000.000,~ berarti Penggugat ielah dirugikan Rp.350.000.000
~ Bp.199.914.000,— = Rp.150.086.000,~ sedangkan KIJOP tahun
1998 adalsh Rp.823.000,~ M2 untuk bumi, sedangkan NJOP da-
lam penaf'siramnys hanya Rp.429.000,- dan NJOP bangman bu—
lan februari 1998 = Bp.425.491.000,~ dan perbayaran Fajak
tabun 1997/1998 oleh Penggugat adalsh Bp,455.453,- Sedang-
kan NJOP dalam penafsiran untuk bangunan oleh Tergugat IIT
hanya ditafeir Rp.199.914.000,- pmeka jumlah NJOP Bumi dan
NJOP bangunan adalzh = Rp.50.616.000 + Rp.199.914.000,= =

Rpa250.530.000,- 3

Bahwa oleh Tergugat IV telah ménjual dan ataun melelang Bu—
mi dan Bangunan milik Penggugait adalah hanya Bp.260.000,-—

000, 3

210 Ba-h“a LEEREERERERE ]
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21,

Bahwe perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat III  adalah
Jelas-jelas perbuatan yang melanggar hukum, terbukti atas
kesewenang-wenangnya membuat peraturan dar keputugan sen=—
diri tanpa mengindahkan peraturan yang sebenarnya yang te
lah ditentukan oleh ux;daxlg-mdang, karena terbukti NJOP
yang dibuat atan yang teiah ditentukan oleh Tergugat III
pada bulan Februari 1998 tanggal 11 Februari 1998 tentang
Bumi dan Bangunan adalah jauh diatas atau lebih tinggi bi
la dibandingkan dengan NJOP yang dilakukan pada saat pe-
nafsiran pada tanggzal 17 September 1998, hal ini terbulkti
perbuatan dan atau peraturan dan atau kepubtusan yang die

buat oleh Tergugat IIT sangatlah bertentangan dengan

undang-undang dan beritentangan dengan hukum serta telah

22,

melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, sehingga
akibat perbuatannya tersebut Penggugat sangat merasa di-
rugikan baik segi materiil maupun moril ;

Bahwa para Tergugat telah keliru dalam hal mengeluarkan-——
keputusan sehinggs mengakibatkan kerugian bagi Penggugat
serta tercemarnya nama baik dari pada Penggugat.
Perbuatan yang dilakuksn oleh Tergugat adalah perbuatan
Yang bersifat melawan hulum dan melanggar ketentuan dalam

pasal 53 ayat 2 a dan ¢ dari undang-undang ilo. 5 / 4986 ;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat adalah

Jelas-jelas perbuatan yang melawan hukum }

Berdasarkan uraian-urzian tersebut dia.ta.a; meka Perg-—

gugat mohon kepada Xetua Pengadilan Tata Usaha Negara dan

U

atau kepada Hajelis Hekim yang memeriksa serta mengadili per

kara ini mobon kiranya untulk dapat s

1.

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruh—

2oluruhnys seeesens
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Halaman 10



seluruhmnya ;

2. Henyatakan batal atau tidak ssh keputusan yang diterbitkan

oleh Tergugat I, IT, III dan IV j

5 Tergugat I t Kantor Wilayah Departemen Perindustrisn—--
dan Perdagangan Propinsi Bengkulu Nomors
137908/X#-PR/UPTN 2/IX/1998 tertanszgal 24~

September 1998 ;

Tergugat II ¢ Kanior DLLAJ Tingkst I Propinsi Bengkulu
dengan berita acars penafsiran tertanggal-

24 September 1998 tanpa nomor j

Torgugat III ¢ Kantor Pelayanan Pajsk Bumi dan Bangunan

dengan berita acara penafsiran tertanggal-

17-9-1998 tanpa nomor berita acara ;

Tergugat IV ¢ Kantor lLelang Negara Bengkulu,
Derngan nomor surat kepubusan 1?0.192/ 1998 =

1999 tanggal § Okiober 1998 ;

3. Meobebankan kepada Tergugat I, II, III, IV wntuk menbayer

biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak
Torgugat I telah mengajukan jawaban tanggal 18 Pebruari 1999
yang pada pokoknya sebagal berilut @

I. Pihak Depperindag membuat harga tafsiran berdasarkan ¢

: 1. Laporan Pengujian Kendaraan Bermotor Panitia Yengujian
| Propinsi Deerak Tk.I Bengkulu No.74,75,76,77/%KB/ 1998

: tanggal 17 September 1938 yang menyataksn bahwa prosen—
- tase nilal kendarasn tersebut masing-masing sebagai ber
| ikt s 26,95, 27, 29 dan 28,8 ;

! 2. Informasi Harge dari Distributor/ﬂgen yang nmenyziakan

harga e snisssea .
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harga penjualan tersebut pada tahun 1990 sebesar Rp,.T0.
000, 000,~ ;

I1, Berdasarkan butir 1 dan 2 diatas maka ditetapkan harga tak

8iran mobil tersebut masing-masing sebesar Rp.18.865.000,-

Rp.20,160.000,- Rp+204300,000,~ dan Rp.18.900,000,- H

Menimbang, bahwa atas gugatan Pengemgat teraebut pihak

Tergugat II juga telah mengajukan Jasraban tanggal 418 Pebruari

1999 yang pada pokoknya sebazai berikut

t« Berdasarkan Surai Ketﬁa Pongadilan Negeri Bengkulu Fomors

2,

W21.Da,Ht.04410~1214 tanggal 12 September 1998 perihal mo-
hon hadir untuk menaksir harga.Dinas LIAT Propinsi Daerah
Tingkat I Benghulu menerbitkan Surat Perintah Nomor s 1483
tahun 1998 tanggal 17 September 1998 kepada 3 (tiga) orang

Personil Dinas LIAJ yang terdiri dari

a. Indra Junaidi, OE NIP.450002494 (III/c),
b, Drs, Iskandar Eamdani KIP.450003309 (ITI/b),
c. Suhaimi Cilamat NIF.450002303 (III/b).

Untuk memeriksa kendarasn roda 6 {enam) Merk Nigsan Deisel

Type CKA 12 E Pghun Pembuatan 1990 ;

Atas dagar perintah tersebut team melaksanskar tugas peme~
riksaan kondimi tehnis kendzraan milik Sdr. Yoppie Chandrg
winata pada tanggal 17 September 1998 bertempat di Jalan
Mahakam No.25 Kelurahan Jalan GQedang Kotamadya Bengkulu de
ngan disaksikan oleh 3

2. Pejabat dari Ka.nwii Deperindag Pl;opini Bengkuiu,.

b. Pejabat dari Kantor PBB Bengkulu.

¢s Pejabat dari PT, BBI Bengkulu,

d, Pejabat dari Kantor Lelang Negara Bengkulu H

30 Berdasarkan tevssrae

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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3, Berdasarkan hasil pemeriksaan seperti butir 2 (dua) diatas

team secara seksama dan sesuai dengan aturan yang ada mela
kukan perhitungan dan analisa atas kondisi feknis kendara
an roda 6 (enam) Merk Nissan Diesel Type CKA 12 E tahun
peubuatan 1990 pada sBaat diperiksa, dengan hasil pemeriksa
an dibuat dalam LAPORAIN HASIL PENGUJIAN KSNDARAAN BERMOTOR
PANITIA FENCUJIAN FROPINSI DAERAE TINGKAT I EENGKULU, ma~

ging masing terdiri dari 3

a, BD.4748,4A No.74/PXB/1998 tanggal 17 September 1998,
be BD.4738.44 Wo.T5/FKB/1998 tanzgal 17 September 1998.
Ce BD.4758.AA No.76/PKB/1998 tanggal 17 September 1998,

d, BD.AT728.44 No.T7/TKB/1998 tanggal 17 September 1998.

dengan hasi) pemeriksaan teknis berdasarkan prosentase ss-—

bagai berikut i

a. BD.4748.44 = 27 %
be BD,4738.44 = 29 %
Ce BD.4758.A4 = 28,8 %
d, BD,4728.44 = 26,95 %
Dasar Hukum pemeriksaan dan perhitungan atas hagil pemsrik

saan kondisi tehnis kendaraan dilakukan oleh Dinas LLAT

Propinesi Dati I Bengkulu antara lain 3

a. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 3 I~4/2/13 tanggale
15 September 1952 ;

b. Surat Menieri Perhubungan Nomor & U.5/ 16/23 tanggal 18
Oktober 1952 perihal penunjukan pegawai-pegawal untuk
anggota Panitia Penaksiran Dasrah dan Panitia Penakasir
an Ulang ;

c. Surat Menteri Perhubungan Nomor s U.5/18/21 tanggal 1-

Nopenber 1952 perihal s Pedoman untuk melaksanakan au-

S‘ura.‘f: SUssenbasnaanse
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surat Xeputusan Menteri Perhubungan ftanggal 15 Septem-
ber 1952 Nomor s L.1/2/13 dan tenggal 18 Oktober 1952
Nomor s U.5/16/21 3

5. Berdasatkan Surat Menteri Perhubungan Nomor 31 U.5/18/21
i ' _ tanggal 1 Nopembsr 1952 di jelaskan bahwa pada Umumya Se-
| bush mobil/sepeda motor tersusut setelah dipakai selama 60
bulan atau setelah dijalankan 100,000 Km,

Sebagai dasar prosentase nilai ditetapkan i

= Kendaraan BaTU eesececseossceseotsosesnconsanns 100 %
-~ Kendaraan yang telah dipaksi t tabun ...eeve.. 82 %
- Kendaraan yang telah dipakai 2 tahtn  ,ese.ee.. 64 %
- Kendaraan yang telsh dipakai 3 tabun seeeceess 46 %
~ Kendaraan yang telsh dipakai 4 tahun ..eeesees 28 %

6. Berdasarken dasar prosenan seperti butir 5 (lima} diatas
dan sebagai perbandingsn terhadap kendaraan yang diperiksa
yang rata-rata tahun pembuatan 1990 maks kendaraan yang di
periksa telak dipakai selama & tabun sehingga nilai prosen
tagenya dibawah 28 % namun pada saat team secara seksama
dan sesuai dengan kondisi teknis kendaraan memberikan per—
timbangan dengan hasil yang telah ditetapkan seperti butir
3 {tiga) diatas j

T. Berdasarkan uraian seperti butir 4, 2, 3, 4, 5, dan 6 di-
atas, dapat disimpulkan spebagai berilkut bahws 3
&« Dinas LLAJ Propinsi Dasrah Tingkat I Bengkulu sesuai de

ngan kewenangan yang diwakili oleh team berdasarkan Su~
rat Porintah Nomor ¢ 1483 tahun 1998 tanggal 17 Septem—
ber 1998, hanyz melaksanakan tugas pemeriksaan kondisi
© teknis kendaraan pada saat diperiksa dengan menetapkan

hasil pemeriksaan berdasarkan prosentase keondisi tekmis

kendaTaan ceeecrees

Disclaimer
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kendaraan dan Dinas LLAT Propinsi Daerah Tingkat I Beng
kulu tidak menentukan harga atau menaksir harga kendara
an seperti yang dinyataken oleh Pengsugst pada butir 13
dan 14 j

b, Bahwa prosentase kondisi teknis kendaraan telah ditétag
kan berdasarkan pertimbangan yang realistis dan sesuai

dengan teknis kendarsan pada saat diperiksa j

Berdasarkan kesimpulan butir 7 huruf a dan b diatas, meka
Torgugat II sama sekali tidak keliru dalam hal mengeluar—
kan keputusan sehinggs mengskibatkan kerugian bazi Penggu~—
gat (gugatan Nomor ¢ 22) dan gugatan terhada;p Persugat II
tidak dapat diterima karena semua kepubusan yang ditetap=

kan oleh Tergugat II sesuai dengan ketentuan yang berlakus

- Menimbang, bahwa ates gugatan Penggugat tersebut pihak

Tergugat ITT juga telah mengajukan jawaban tanggal 18 Pebrua-

1999 yang pada pokoknya sebagai berilat s

Bahwa pasal 1 Undang undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Por
adilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi @

"Keputusan Tata Usaha Negars adalah suatu penetapan teriu-
lis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejzbat Tata Usaha '
Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang
berdasarkan Peraturan Perundans undangan yang berlaku,yang
bersifat kongkrit, individual dan final yang menimbulkan
akibat huloum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
Selanjutnya pada penjelasan pasal 1 angka 3 dijelaskan bah
wa tindakan hukum tata usaha negara adalah perbuatan hulkum
Badan atau Pejabat Tata Usabha Negara yang bersumber pada
suatu ketentuan hukum tata ussha negara yang dapat menip-

bulkan hak atau kewajiban pada orang lain,

Beraifat ssensrs ettt ane

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Beraifat final dijelaskan artinya sudah depinitif dan ka=
renanya dapat menimbulkan akibat hndcum, Keputusan yang ma-
sih memerlukan persetujuan instansi atesan atau instansei
lain belum bersifat final, karenanya belum dapat menimbul-

kan guatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.

Bahwa pasal 2 Undang undang Nomor 5 tahun 1986 berbunyi
- Tidak termesuk dalam pengeriian Keputusan Tata Usaha Ne-
gara memurut Undang undang ini, khususnys buruf ¢ berbu-~
oy
"Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan peras
tujuan",
Berdasarkan pasal 1 angka 3 dan pasal 2 khusuenya huruf c,

maka dapat kami jelasgkan sebagai berikut 2

Bahwa hagil penilaian Pejabat Fungeional Penilai PEE bukan
suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (Beschikking),me
lainkan hanya berupa hasil kerja yang didasari ketentuan
yang berlaku dengan berpedoman pada ilmi khusus Penilaian
Pajak Bumi dan Bangunan.

Dalam hal permintaan Ketua Pengadilan Negeri Kotamadia
Bengkulu dengen suratnya Nomor 1 W21.Da.Bt.04, 10-1214 tang
gal 12 September 1998 perihal mohon hadir untuk  menaksir
harga, atas tanah pekarangan seluas 4,406 12 dengan luas
bangunan 517 M2 dalam perkara Hak Tanggungan Fomor :23452/
96 dan Crosse - akta, milik 3dr. YOPPIE CHANDRAWINATA sebs
gal termohon eksekusi lelang; Memenuhi permintaan tersebut
hasil penilaian tersebut diberikan sebagai salah satu ba-
han pertimbangan pihsk yang berwenang menentukan harga 1li-
mit obyek yang akan dilelang tersebut, Jadi jelas asekald

bahwa hasil penilaian tersebut belum final, karena  hanya

DETUPAKAN sanvevannnes
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merupakan salah satu bahan pertimbangan, dan sudah bharang
tentu hagil penilaian termebut bukan merupakan suatu kepue
tusan Pejabat Tata Usaha Negara. Hel ini terlihat jelaas
bahwa hasil penilaian belum mengikat kedus belah pihak dam

atau belum menimbulkan hak dan kewajiban kepada siapapun j
Bahwa pasal 1 angke 4 yang berbunyi

Sengketa Tata Ussha Negara adalah sengketa yang timbul da~
lam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hulcum
perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik
di pusat maupun di daerah, sebagal akibat dikeluarkannya
keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawsisn
berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
Dalam penjelasannya diuraikan istilah ¥Sengketa® yang di-
maksud digini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungei
peradilan tata usaha negara yaitu menilai perbedasn penda-
pat mengenai penerapan hukum. | 7
Berdasarkan pasal 1 angka 4 tersebut, jelas bahwa pihak
kami (TERGUGAT IIT) tidak mempunyai sengketa tata usaha ne

gara dengan pihak Penggugat 3

IV. Bahwa pasal 48 ayat (1) berbunyi s

Dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara dibe-
i wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang un-
dangan untuk menyelesaikan secars administratif sengketa
tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha nega=-
Ta tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif
Yang tersedia.

Bahwa pasal 48 ayat (2) berbunyi 1

Pengadilan baru berwenang memeriksa, memius dan menyele—-—

Baikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimakemud

dalam .vciveranvena
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dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratis yang ber-
pangkutan telah digunakan. : Sy
Selanjutnya dalam penjelasan pasal 48 ayat (1) @uraikan

bahwa upaya adminigtratif adalah suatu prosedur yang da-
pat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apa—
bila ia tidak puas terhadap suatu keputusan tata usaha ne
gara. _ _
Upaya ind dapat ditempuh dengan 2 oara, yakni s
Pertama, apabila suatu sengketa administrasi diajukan ke-
pada instansi yang mengeluarkan keputusan tersebut itu di
nanmakan s Keberatan,
Kedua, apabila sengketa administrasi diajukan kepada atas
an instansi yang mengeluarkan keputussn yeng disengketa~
kan, maka itu namanya ¢+ Banding Administrasi.
Di Indonesia menurut Victor Situmorang, Sﬁ. dan Soedibyo,
8H, dalam bukunya Pokok Pokok Peradilan Tata Usaha Kegara
(hal 22), dijelaskan bahwa spabila upaya diatas telah die
- tempuk dan pihsk yang merasa keberatan belum juga merasa
puas, maka barulah perscalamnya dapat digugat dan diajue
kan kemika pengadilan tata usaha negara.
Berdasarkan pasal 48 diatas, kalaupun dirasa ada indikasi
adanya sengkeia administrasi, seharusnya upaya adminisira
tif terlebih dabulu harus ditempuh,

Dalam kasus ini upaya tersebut tidak dilakukan.

V. Bahwa pasal 53 ayat {2) berbunyi s
Alasan-plasan yang dapat dihungkan dalam gugatan sebagaiw-
mana dimaksud dalam ayat (1) adalah

a. Keputusan tats usaha negara yang digugat itu berten-

tangan dengar peraturan perundang undangan yang berlae

hl.

b. Bad-an LA AN S ERERNESRY )
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luarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
telah menggunakan wewenangnya untuk tujuen lain dari

moksud diberikannya wewenang tersebut.

¢. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negars pads waktn mngo:-’
luarkan keputusan sebagaimana dimsksud dalam ayat (1)
setelah mempertimbangkan semia kepentingan yang tersang
¥ut dengan keputusan itu seharusnys tidak sampai pada

pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut,

Selanjutnys dalam penjelasan ayat ini ditegaskan Ketentuan

ketentuan dalam asyat ini

1. Nemberikan petunjuk kepadas Penggugat dalam menyusun gu—~
gatannya agar dasar gugatan yang diajukan itu mengarah
kepada alasan Jyang dimaksudkan pada burup a, b dan ©
torsebut diatas.

2, Merupakan dasar pengajuan dan dassr pembatalen bagi Pe-
ngadilan dalam menilai apakash kepuiusan tata usaha nega
ra yang digugat itu bersifat melawan hukum atesu tidak,
untuk kemudian keputusan yang digugat itu perlu dinyata

kan bgtal atau tidak,

Betelah kami pelajarli secara seksama, ternyaila alasan-
alasan yang diajukan dalam gugatan ponggugat tidek meng-

arsh pada pasal 53 ayat (2) hurup a, b dan ec.

VI. Bahwa pasal 62 ayat (1) berbunyi 1
Dalam rapat permisyawaratan, Ketus Pengadilan berwenang me
mituskan dengan suatu penetapan yang &ilengkapli dengan paz
tivhangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu di-
nyatakan tidsk diterima ateu tidak berdasar, dalam hal khg

susnya hurup a berbunyi
"PﬁkOK LE R N AR BN NNEN ]
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b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Fegara pada waktu menge~
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"Pokok gugatan termebut nyata-nyata tidak termasuk dalam
wowWenang pengadilan,

Dalam penjelasan pasal 62 ayat (1) hurup a ditegaskan 1
"Pokok gugatan" adalah fakta yang dijadiken dasar gugatan,
Atas dasar fakba tersebut FENGGUGAT mendalilkan adanya
suatu hubungan hukum tertentu dan oleh karenanya mengaju-
kan tuntutannya.

Atas ursian pasal-pasal tersebut, maka berdasarkan pa-
sal 97 ayat (7), moeka kami (TERGUGAT III) mohon mejelis hakim
dapat memituskan perkara ini berupa CUGATAN DITOLAK demi hu-
kun

Menimbang, bshwa atae gugatan Penggugat tersebut pihak
Pergugat IV juga telah mengajukan jawaban tanggal 3 Maret-

1999 yang pada pokcknya sebagai berikut

A. DALAM EKSEPSI 3

1. Bahwa sebagal obyek sengketa dalam perkara tata usaha ne-
gara a quo dalam kaltannya dengan Tergugat IV adalah Su—
rat Keputusan (Risalah Lelang) No.192/1998-1999 tangsal §
Oktober 1998. Tntuk itu Penggugat meminia agzar Rigalah
lelang dimsksud dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Ne-
gara Bengkulu,

Eksepsi Gugatan Salah Alamat (Error in Subject)

2. Bahwa untuk membatalkan Risalah Lelang Fomor t 192/1998-
1999 tanggal 6 Oktober 1998 tersebut, Pengsugat menempat-
kan Kepala Kantor lelang Fegara Bengkulu sebagal Tergugat
IV,

Bahwa merurut ketentuan pasal 1 ayat 6 Undang undang No.
5 Tahun 1986 dinyatakan bahwa "Torgugat adalsh Badan atau

Pejabat Tata Ussha Negara yang mengeluarkan  kepulusan

berdasarkan seseeeevess
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berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpah~

Xan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum

perdatan,

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pejebat yang seharuanya
digugat atau ditempatkan sebagai pihak Terzugat IV adalah
Pejabat yang mengeluarkan Risalah Lelang No.192/1998-1999
in casu Pejabat Lelang dari Kantor Lelang Negara Bengkulu
(Sdr. Rois Ashari, SH), dan bukan Kepala Kantor  Ielang
Negara Bengiculu Yang nota bere bukan Pejabat yang menere
bitkan Risalah lelang dimaksud. Xarenanya sesuai ketentuw
an pasal 1 ayat 6 UJ No, 5 Tahun 1986, Kepala Xantor Le-
lang Negara Bengkulu tidak berkualitas ditempatkan seba~
gai Tergugat IV dalam perkara ini (Gugatan Error in Per—

scna}.

Eksepsi Rimalah Lelang bukan Obyek Gugatan TUN

3+« Bahwa menurut hemat Tergugat IV, pada prinsipnya Risalah

Lelang tidaklah {ermasuk dalam pengertian keputusan tata
usaha negara sebagaimana dimaksud dalam pasal {1 ayat 3 UU
No, 5 Tahun 1986 1

3.1. Risalah lelang No. 192/4998-1999 tanggal 6 Oktoberw
1998 diterbitkan berdagarkan hagil pemeriksaan Ba-
dan Peradilan in casu Pengadilan Negeri Bengkulu
¥ang menetapkan dalam surat penetapannya yang ber—
kepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Ma
ha Esa® untuk menjual lelang barang-barang sengketa
milik Penggugat. Penjualan lelang mana dilaksanakan
oleh Pengadilan Negeri Bengiculu dslam tugas Justi-——

sialnys yang bersifat Jurisdictie Voluntaire,sshing
ga mengecu kepada ketentuan pasal 2 huruf e UU No.b

Tahlm LRI )
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3.2,

3.3,

-2 -

Pahun 1986, Keputusan (Risalah Lelang) in litis ada~
lah merupakan salah satu Xeputusan Pata Ussha Negaxra
yang dikecualikan dan tidak bisa dijadikan obyek gu-

gatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Rimalah Lelang tidak memenuhi salah satu dari enam
unsur komulatif yang ditentukan oleh pasal 1 ayat 3
U No. 5 Tahun 1986. Untuk dapzt dimasukkan sasebagai
keputusan tata usahs negara, keputusan tersebut ha-
ruslah memat unsur-unsur “blessing dan wilsvorming"
dari Pejabal yang mengeluarkan keputusan tersebut.
Tsi Risalah Lelang a gquo pada prinsipnya memat ke-
sepakatan antara Penjual (Pengadilan Negeri Bengkulu)
dan Perbeli untuk melakukan jual beli lelang atas ob
yek lelang milik Penggugat yang dilakukan dihadapan
dan disahkan oleh Pejabat Lelang. Dalam hal ini Riasg
lah lelang No.192/1998-1999 dapat dikatakan  lahir
dalam ruang lingkup hukum perdata sebagaimana dimak-
sud dalan pasal 2 huruf & UU No, 5 Tshun 1986.
Dilibat dardi bentulk dan isinya, Risalah Lelang sebe
narnya merupsken sualu Berita Acara tentang telah di
laksanalkannya lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang
Dalam kaitan ini Risalah Ielang dipersamakan dengan
akta otentik yang dibuat oleh notaris sebagai akta
pengesahan dalam suatu perbuatan hadoum jual beli,
Dari segi fungsinya Risalab Lelang berfungsi sebagadl
akta trensfort yang dapat dipergunakan untuk kepen
tingan pendaf'baran/peralihan hak atau untuk menper—
tahankan hak atau sebagai alat bukti hak. Pengujian
kebenaran atas fakia atau keabsahan hukumya  hanya
dapat dilakukan oleh peradilan umm,

Ek.ﬂepsi Srtasssneane
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Eksepsi Gugatan Eurang Pihak ' . .

Bahwa materi gugatan Penggugat berpangkal pada perscalan
sengketa mengenai penetapan harga jual atas barang-barang
Jaminan milik Penggugat berupa 4 unit mobil Nissan dan se
bidang tanah/bangunan SHM No, 00226 yang dilelang oleh Pg
ngadilan Negeri Bengkulu berdasarkan Penetapan No, 03 dan
04/Eks/L16/ 1998/, BKL. masing-masing tertanggal 20 Agus-
tus 1998 melalui perantaraan Kantor Lelang Negara Bengiu-

1u,

Bahwa sebagai pedoman dalan menentukarn harga jual/lelang
atas barang-barang tersebut adalah hargs limit yang di-
tosapkan oleh Pengadilan Negeri Bengkulu sedangkan dida~
lam menetapkan harga limit, pihak penjual meminta konfir-—
masi teksasi harga kepada Tercugat I, Tergugat II dan Tex
gugat IIT. Jadi mermrut hemet kami untuk meumperclsh kepas
tian hukum dalam masalah ind sangat berdasar dan beralag-
an bilamana pihak Pengadilan Wegeri Benglulu selaku pen-—

Jual ditarik sebagai pihak dalam pemeriksaan perkara ini.

Balwa berdasarkan uraian-uraian terssbut diatas, cukup
beralasan dan cukup bijaksanz kiranys apabila Pengadilan
Tata Usaha Negaras Bengkulu yang memeriksa dan  mengadili
perkara ini untuk menyatakan dalam putusannya menolak gt
gatan Penggugat tidak dapvat diterima (Wiet Ontvankelijk——

Verklaard),
DALAM POXOK PERKARA 1

3ahwa apa—apa yang tertuang diclalé.m Eksepsi diatas mohon
dianggap termasuk pula dalam bagian pokok perkara sebagai
satu kesatuan, dan selanjutnys Tersugat IV menolak dalil-

d2lil Penggugat selurubnys untuk maksud pembatalan Surat

Keputusan v.eeveenes



Keputusan (Risalsh Lelang) No. 192/1998-1999 tanggal 6 Ok-
tober 1998, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya secara

tegas,

Bahwa +{idak benar dan tidak bordasar hulum dalil-dalil
Penggugat yang mempersoalkan Risalah Lelang No.192/1998
1999 dalanm perkara tata wusaha negara ini, Penetapan nilai
Jjual atas amet milik Penggugat yang dilelang telah sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku, melalui suatu mekanis
me pelelangan sebagaimana distur dalam Peraturan Lelang
Lembaran Wegars No. 189 Tahun 1908 jo. lembaran Negarz Fo,

56 Tahun 1940 sebagaimana kemdian diubah 8an ditambah,

Bahwa yang bertindak selaku Penjual dalam Pelelangan tang—
gal 6 Oktober 1998 a quo adalah Pengadilan Negeri Bengkulu
dengan obyek jual (lelang) berupa 4 {empat) wit mobil
Dump Pruck Merk Nissan Type CKA 12 E buatan tahun 1992 dan
sebidang tanah pekarangan berikut bangunan yang ads diatas
nya seluas 1406 12, SHI No. 00266, Surat Ukur ¥o0.219/1990,
terletak di J1. Mzhakanm No, 2 Xel. Jalan Gedang Xec,Gading

Cempaka, Kotamadya Bengkuiu,

Bahwa perintah untuk melakaanakan pelelangan a quo ter
tuang didalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu
No. 03/3ks/L1G/1998/FW.BKL, tanggal 20 Agustus 1998 dan Fo.
*+/Zks/LL3/ 1998/  BKL, tangeal 20 Agustus 1998 dalam rang
<2 memenuhi, Grosse Akta Pengakuan Hutang dengan Pemberian
~ek secara Fiducia No. 16 tanggal 6 Juni 1990 dan Serti-
“Zkat Hak Tanggungan Nomor 1 23452/1996 tangeal 17 Septem—
cer 1996 yang berkepala “Demi Keadilan Berdasskan Ketuhan
=1 Tang Maha Esa", yang kemudian @itindak lanjuti oleh Pa-

itera/Sekretarig Pengadilan Negeri Bengkulu dalam  surat

Su.'ra.tnya. L
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.&H-I;

suratnya No. 121.Da.Ht.04,10-1123 tangzal 24 sgustus 1998
kepada Kepala Kantor Lelang Negara Bengkulu umtuk menetap-
kan hari dan tanggal lelang.

Bahwa pihak Pengadilan Negeri Bengkulu +telsh mengeluarkan
pengumiman lelang atas 2 buah jenis benda yang akan dile-—

lang tersebut diatas yaitu s

- Pengumuan Lelang Pertama melalui Selebaran No, 03/Eks/
11G/1998/FN .Bk1, tanggal 5 3eptember 1998 dan No. 04/
Eks/L1G/1998/PX,Bkl, tanggal 5 September 1998 ;

- Pengummran Ielang Kedus tangzal 21 September 1998 No.03
/Bks/110/1998/PN Bkl. dan No.04/Fks/L1G/1998/PN,BKL texr

{anggal 21 Septenber 1998.

Bahwa syarat-syarat bagi sahnya pelelangan telah dipenuhi
oleh pihak Pengadilan Negeri Bengkulu, maka sesuai ketenty
an pasal 7 Peraturan Lelang ditetapkan bakwa Xantor Ielang
Negara Bengkulu tidak diperkenankan menclak permintasn ban

tuan lelang yang demikian itu,

Sesuai bidang tugas dan kewenangannya, Kantor Lelang Nega-
ra Bengkulu tidak mempunyai kewenangan dan kewajiban untulc
menilai apa=-apa yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Nege
ri Bengkulu d.a.la.p: surat-surat penetaparnya, Didalam hal
ini Kantor Lelang Negara Benghulu telah cukup yakin babwa-
sanya apa-ape yang telah diteiapkan oleh Pengadilan Negeri

Bengkulu adalah benar dan berdasar hukum.

3ahwa pelelangan a quo dipimpin oleh Juru Lelang dari Kane
~or lelang Fegars Bengkulu dengan berpedoman pada harga
~imit yang dibua.t/ ditetapkan oleh Pengadilan Fegeri Benglay
.4 sebagal harga jual minimal yang dikehendaki untuk mele—

::s barang-barang yang dilelang,

Penen‘hxén ........;....
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Penentuan harga limit merupaksn kewenangan Pengadilan Nege

ri Bengkulu selaku Penjusl schbagaimana dimaksud pasal 214~

Vendureglerent, sedangkan penetapan pemenang lelang oleh

Pejabat/Juru Lelang dilskukan terhadap penawar tertinggi

yang telab mencapai atau melampaui harge limit teraecbut.

Bahwa harga ;jua.l/ lelang terhadap 4 unit mobil Nissan mau-
pun tanzh berikut bangunan SEM No, 00266 masing-masing se-
besar Rp.95.000,000,- dan Rp.260,000,000,~ dalam pelelang-
an a quo merupakan penawaran tertinggi yang diajukan peser
ta lelang, dan penawaran tertinggli tersebut telah  melam-
pauxi harga limit yang ditsntukan, wajar dan sesual nilai
pagsar, maka penetapan harga jual atas barang-barang bherge
rak mzupun tidsk bergersk tersebut adalah aah dan berdasar
Selain itu pihak Pengadilan Bengkulu selaku Penjual menye-—
fujui pelepasan barang-barang dimsksud, dan atas pembayare
an harga lelangnya tidak ada pibak-pihak yang mengajukan

keberatan.

Bahwa hasil pelelangan a quo kemudian dibuatkan Berita aca
ranya oleh Pojabat/Juru lelang yang bersangkutan sebagaima
na tertuang didalam Risalah Ielang No.192/1998-1999., Jadi
dari segi yuridis lelang a quo adslah sah, demikian pula
dengan Risalah lelangnya dibuat secara sah dan berdasarkan
hukum, karenanya tidak dapat dibatalkan vide Yurispruden-

gi Mahkamah Agung No.1210 K/Sip/1973 tangzgal 19-11-1975.

Dengan demikian dalil-dalil keberatan Penggugat yang mem=
persoalkan magelah penetapan harga jual lelang terhadap 4
unit mobil nissan maupun tznab/bangunan SHY Fo.00266 yang

dilelang adalak tidsk berdasar dan tidak beralasan hukum.
Bahwa merupakan hal yang wajar dan berdassr bilamana

Pengadilan vuvevvas.
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Pengadilan Negeri Benglulu sebelum menetaplan harga limit
menminta konfirmasi teksiran herga terhadap barang-barang
yang dilelang kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat
IIT selaku Peja.'ba‘t/Instansi yang berkompeten guna MemMpeI-
oleh akurasi dsta dalam menilai barang-barang yang dile-
lang. 3elain itu Pengadilan Fegeri Bengkulu fentunya juga
memperoleh masukan dari pihak-pihak lainnya, seperti pi-

hak Kreditur maupun Debitur sendiri.

Berdagarkan kewenangarmya Pengadilan Negeri Bengkulu sela
ku Penjual menetavkan khargs limit. Jzdi bilamana Penggu-
gat mempersoalkan harga jual lelang atas  barang-barang
jaminan miliknya terlalu rendah atau tidak sesuai dengan
taksiran harga menurut versi Penggugat, maka seuai penje-
lasan angka 8, 9 dan 10 diatas, sengketa mengenal hal ini
seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri atau setidzak ti-
dalmya Penggugat mencgikut serta pihak Pengadilan Negeri

Bengkulu sebagei pihak dalam pemeriksaan perkara ini.

12, Bahwa dalil=dalil adanya kerugian yang dideriia oleh Peng
gugat berkenaan dengan nilai barang-barang yang diielang,
s6lain tidak dilandamai oleh fakta—fakta huloum yang szh

bakkan dapat dikatakan bersifat perkiraasn atau rekayasa

_oat belaks dan uraian-uraian delam positz  gugatan
= .rat tersebut tidsk didulkung oleh petitum gugatannya

H  mana diperkenarkan dalam pasal 53 Undang undang No

=7 Tarun 1986 untuk menuntut ganti rugi, maka sangat
- -~ dan beralasan bilamana dalil-dalil Penggugat ter

‘itolak oleh Hajelis Halim Pengadilan Tata Usaha

. Sengkulu,

o o A i Bl
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Disclaimer

i Kepala Kantor Lelang Negara Bengkulu meminta dengan hormat

kepada liajelis Hakim Pengadilan Tata Ussha Hegara Bengkulu

wuntuk memitus perkars arquo dengan amar sebagai berikut
A, DALAN FKSEPSI ¢

-  Menyatakan gugstan Penggugat tidak dapat diterime

(niet ontvankelijk verklaard) ;

B, DALAN POKCK FERKARA ¢

«~ lenolak gugatan Penggugzet
- Menyatakan Risalah Lelang Sengketa Nomor 192/ 1998=1999
tanggal 6 Oktober 1998 adalah mah dan berharga j

-  lenghuiom Penggugzat membayar biasys perkara 3

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergzuget I, Tergugat
II, Tergugat III dan Tergugat IV, pihak Penggugat telah meng
ajukan Replikmys tangzal 22 Haret 1999 yang pada pokoknya te-—
tap pada dalil gugatamnya, sedangkan terhadap Replik  Pengsu
gatl tersebut, pihak Tergugat T, Tergugat II, Tergugat III dan
Tergugat IV telah mengajukan Dupliknya masing~masing tertang
zal 14 April 1999 yang pada pokoknya tetap pada dalil sangkal

annys ;

.ﬁ Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatarnya—-
Tsnggugat telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat
rzag ditandai dengan P.{ sampai dengan P,11 yang telah dimate
rzikan dengan oukup dan telah dicocokkan @engan aslinya,sehing
-2 dapat dijadikan alat bukti yang szh, dengan perincian sebs

oz2 berikut @

"o P.1 Surat Perjanjian Kredit Jo. 63 tanggal 4 Ckicber-
1994 5

?.2 Burat Kuasa No, 64 tanggal 4 Oktcber 1994 ;

e Po3 SBurat c.ieeee
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2.3

P.4

Pos

P.G

P.7

.8

r.10

Surat Perpanjangan No. 73 tanggal 16 Juni 1994 ;
Surat Perjanjian Kredit No. 107 fangzal 25 Juni-
1992 3

Petikan Keputusan Talikotamadya Kepals Daerah Ting-
kat II Bengkulu No.357/TB/1994 tentang Izin mendi
kan Bangunan tanggal 02 Nopember 1994 3

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 1997
NooSPPT 47.71.020.004,010-0052,0/97-02 tanggal 11-
Nopember 1998 (NJOP) ; '
Permohonan Kredit dari PT. Bank Buana Indoneaia —-
tangzal 4 Agustus 1997 ; _

Petikarn Risalah lelang 1¢o.192/1998-1999, tanggal 6-
Oktober 1998 ;

Surat Keterangan No,12/II/N/1998 dari Ichsan Tedja-
buane (notaris) tanggzal 18 Pebruari 1998 j

Surat Keterangan No.78/1002/1998, dari Iurah Jalan
Gedang tanggal 16 Pevruari 1998 3

Perobzhan No.98 tanggal 14 Nopembsr 1994

lenimbang, bzhwa untuk menguatkan dalil sangkalannya

-1 Jerzugat I, Terguzat II, Tergugat ITI dan Tergugat IV to

=nzajukan bukii berupa foto copy surat-surat masing—

s diberi tanda r.l.‘.I.1 sampai dengan T7.T.4, 7,II,1 sampal

- C4II.6, T.III.1 sampal dengan T7,III.4 dan T,IV.1 sam—

s TWIVL31 yang telah dimateraikan dengan cukup dan

~cocokkan dengan aslinga, sehingsa dapat dijadikan se-

.7 bukti yang sah dengan perincian masing-masing ua—

o2t I sebagal berikut

Surat dari Pengadilan Fegeri Bengkulu No.W21,05,HT

04410-1214 tanggal 12 Seplember 1998 j

2e T.I.a Sura.‘t “sas

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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2, T.,T.2 Surat Dinas LIAT Tk, I Bengkulu No.551.21/1030/DL-
14T-28 tanggal 24 September 1998 ;
3. T.I.3 Surat dari distributor/Agen Mobil Kangoro  Hotor

Bengkulu tanggal 17 Septenber 1998 j

4, T,I,4 SK. Henteri Perhubungan j
Tntuk Terzugat IT sebagai berikut s

t, T7.II.1 Surat Ketua Pengadilan Negeri Bengkuluw Nomor W21.

Da.Ft.04.10-1214 tanggal 12 September 1998 perihal

mohon hedir untuk menaksir harga

2, T,IT.,2 Surat Perintah Xepala Dinas LLAJ Propinsi Dpti I

Bengkulu Homor 1483 Tahun 1998 tanggal 17 Septem

ber 1998 3

3. T,II.3 Surat Kepala Dinas LIAJ Propinsi Datl I  Bengkulu

Nomor 551.2/1030/DLLAT-28 tanggal 24 September 19~

98, perihal mohon hadir untuk menaksir harga beser

ta lampirannya 3

2, 7,I1.4 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor L.1/2/13 tang-

gal 15 September 1952 ; _

. 7.II.5 S8urat Menteri Perhubungan Nomor U.5/16/23 tanggal-
18 Oktober 1952 ;

. ".TT.6 3urat Menteri Perhubungan Nomor U.5/18/21 tanggal-

1 Oktober 1952 3
T Tk Tergugat III sebagai berikutf &

Z.2II.1 1 (satu) set photo laporan penilaian atas obyek
milik Yoppie Chandrawinata yang telah dilegalisir
di Kantor Pos j

T.IZZ.2 1 {zatu) set photo copy SK Kepala Kantor Wilayah
III Direktorat Jenderal Pajak Sumbagsel Nomor Kep

07/9P3/03/BD,05/1998 tanggal 29 Januari 1998 ten-

Disclaimer
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Disclaimer

3. T.ITI.3

T,III.4

T.IV.1
TJIV.2
ToIV,3
T,IV.4
T.IV.5

1LIV,6

- CWIVLT

JJIVLE
SZ¥.9
S« 7410
PR
el w12

w13

tentang klasifikasi bumi Kotamadya Bengkulu Delw
ikut lampiran klasifikasi kelurshan jalan gedang
letak obyek perumahan milik Yoppie Chandrawinataj
1 (satu) set photo copy Surat Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 174/X3K.04/1993 +anggal 23 Pebrua-
i 1993 berikut lampirannya tentang penentuan dan
klasifikasi dan besarnya NJOP sebagal dasar penge
naan Pajak Bumi dan Bangunan ;

1 (satu) lembar photo copy Surat Pemberitahuan Pa
jek Terhutang (SPPT) An. PT.BAFIDO FERSIRO (seba
gai contok) hasil penilaian yang telah ditetapkan

(final) oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Bengkuluj

Untuk Terzugat IV sebagai berikut

Bukti-bukti pembayaran j;

Surat-surat Kantor Lelang Negara Bengkulu j
Daftar Uang Jaminan j
Daftar Nama dan Penawaran j
Surat Penawaran j

Bukti setor wang Jaminan j -
Ponetapan—~penatapan Pengadilan Negeri Bengkulu
FC 3KPT 3

Surat Pomberitahuan Lelang ;

Surat No.W21 ‘DE.HT.O4.19”1293 3

Jurat ¥o.W21.Da,HT,04,10~1292 ;
Pongumuman Lelang IT 3
Penpgumman lelang I 3 .
Surat ¥o.¥21,Da.HT,04,10-1160 j

Pengumiman Lelang T

(Y3

Berita Acara Somasi j

_ 1?. ToI‘TdT Surat ssesune
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17. B IV,17 Surat-surat Panggilan ;

18, T.IV.18 3Berita Acara~Berita Acaras Eksekusi j

19. T.IV.19 Berita Acara tanggal 10 Agustqs 1998 ;

20, T.IV,20 TFC Akta Pémasukan, Pengeiuaran dan Perubshan Ang
geran Dgsar "CV. Pulau Baai Indsh" Ilartoences B
K., SH. dan PPAT

21, T.IV.21 BSurat-surat Bank Buana Indonesisz j

22, T.IV,22 Surat-surat Perunjukan g

23, T,IV.23 Akts Perjanjian Kredit No. 63 ;

24, T.IV,24 Akia Percbshan No. 98 ;

25, T.IV.25 Berita Acara Aanmaning j

26, T.IV,26 FC BPKB Kendarman Ho Fol BD 4758 A4, BD 4738 A4,
BD 4728 A4, BD 4745 Ad

27, TeIV.27 Sertifikat Hak Tanggungan Ho.03452/96 ;

28, T.IvV.28 ta Perberian Hal Tangmungan IFo.08/IX/0C/1996

29, T,IV,29 Buku Tansh Hak Milik Yo,00236 ;

30, T.IV.30 Akba Perjanjian Kredit Ho. 107 ;

31, T.IV.31 Akta Perpanjangan Yo, 42 ;

Menimbang, bahwa sebelum acara Kesimpulan, Periggugat -

Prinsipal menberikan keterangan di persidangan yang pada po-
koknya mohon agar dalam sengkeia ini lajelis Hakim dapat mem

berikan putusan yang seadil-adilnya ;

Yenimbang, bahwa setelah melesai pemsriksaan, kemudian
para pihak telah mengajukan kesimpularmya masing-masing ter-
tangzal 48 Mei 1999 ;

Menimbang, bahwa pads akhirnys para pihak  masing ma-
sing mohon putusan j

Menimbang, bahws segala sesuatu yang terjadi dalam per

sidangan ditunjukkan dalam Berita Acara yang bersangkuban dan

rmempaka.n Ctessenses
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morupakan bagian yung tidak $erpisahkan deri putusan ini j

TENTANG PERTIMBANGAY EUKUM

Menimbang, bahwa isi dan meksud dari gugatan adalah se-
Bagai yang diuraikan Penggugat dalam Surat Gugatan dan Replik
yang diajukan ;

Menizbang, babwa Tergugat I, II, III dan IV telah meng

ajukan bentahan atas gugatan Penggugat tersebut asebagaimana
Yang diuraikan dalam Jawaban serta Duplilmya j

Menjimbang, babhwa untuk menguatkan dalil-dalilnys mesing
masing para pihsk telah menyampaikan bukti-buktinys serta Ke-

sizpulamnys j

Beninbang, bshwa terhadap perkara imi telak dilakukan
Peerikasan Persiapan sebagal yang ditetapkan dalam Pasal 63
-=iang-undang Fomor % Tahun 1986 ;

Menicbang, babhwa yang monjadi pokok Gugatan dalam per=
£z ini adalah 3

. Penakeiran bargs 4 unit kendaraan roda 6 (enam) Merk Nissan
Ziesel Type CKA 12 E Tahun Pembuatan 1990 yang dibuat oleh
Laptor Wilayah Departemen Perdagangan dan Perindustrian Pro
sinmi Bengkulu, yaitu i

- Somor Polimi BD. 4728 AA ditakeir Rp. 18.865.000,-
- Tozor Polisi BD. 4758 AA ditaksir Rp. 20.160.000,-

- .. or Polisi BD. 4738 AA ditaksir Rp, 20.300,000,-

Somor Poliai BD. 4748 AA ditaksir Rp, 18.900.000,-
ieempat unit kendaraan terssbut adalah milik Penggugat yang

ditakﬂir Sacssesnseen
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2,

3.

4.

ditaksir Tergugat I berdassrkan informasi harga dari distri

butor/Agen yang menyatakan harga penjualan tersebut pads

tahun 1990 sehesar Rp.70.000,000,~ 3 g

Surat tangsal 24 September 1998 Nomor s 551.2/1030/DLLAT-23
dikeluarkan oleh Tergugat II yang melakukan pemeriksaan tek
nis terhadap 4 unit kendaraan roda 6 (eram) Merk Nissan Dis
sel Type CKA 12 E Tabun Pembuatan 1990 milik Penggugat deng

an hasil berdasarkan prosentase sebagai berikut

- Nomor Polimi BD, 4748 Ak = 27 %
= Nomor Polisi BD. 4738 AL = 29 %
- Nomor Polisi BD, 4758 AA = 28,8 %

- Nomor Polisi BD. 4728 Ah = 26,95 % ;

Penilaian obyek Bumi dan Bangunan milik Saudara YOPPIE CHAN
DRAWINATA ( Penggugat )} Jalan Mahakam No, 25 Kelurahan Ja-
lan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka Kodys Bengkulu NOPs47.
71.020,004.010.0052,0 oleb Tergugat IXI untuk harga tansh
seluas 1,406 M2, kelas 33, NJOP/M2 sebeaar Hp.36.000,~total
Rp.50.616,000,~ untuk harga bangunan rumsh seluas 446 M2,
kelas 07, NJOP/M2 Rp.429.000,~ total Rp.191.334.000,~ 3

Risalah Lelang Nomor s 192/1998-1999 tanggai 6 Okiober 1998
yang dikeluarkan oleh Tergugat IV j

DALAN ERIEPSI

Lk

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat

adalah sebagaimana telah diuraikan dalam pokok perikara diatasj

Menimbang, bshwa selain mengajukan bantahan Tergugat=-

I1I dan IV juga telsh mengajukan eksepsinya, sedangkan Tergu-

gat I dan IT tidak mengajukan eksepsi dalam perkars ini 3

Menimbang, bahwa Tergugat III telah mengajukan eksepsi

Y&ng‘ LI RN N Y
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yang pada pokoknya adalah sebagai berikut s

1. Behwa hasil penilaian Pejabat Pungsional Penilai PBB bukan

2.

3.

suatu Keputusan Tata Usaka Negara {beschikking), melainkan
hanye berupa hasil kerja yang didasari ketentuan yang ber—
laku dengan berpedoman pada ilm: khusus Penilaian Pajak Bu
mi dan Bangunan atas permintaan Xetua Pengadilan Nogeri
Bengkulu dengan suratnys Nomor s W21,Da.Ht.04,10-1214 tang
gal 12 September 1998 perihal mobon hadir untuk mpenaksir
harga atas tanah seluas 1.406 M2 dengan luas bangunan 517-
M2 sebagal salah satu behan pertimbangan pihsk yang berwe=
nang menentukan harga limit obyek yang akan dilelang,

Jadi jelas sekali babwa hasil penilaian tersebut belum fi-
nal karena belum mengikat kedua belah pibak dan atau menip

bulkan hak dan kewajiban kepada siapapun ¥

Meninbang, bakwa Tergugat IV telah mengajukan okdapsi
Yang pada pokolnys sebagai herikut s

Bahwa gugatan salah alamat (Error in subject),Pejabat yang
seharusnya digugat atau ditempatkan sebsgai pihsk Tergugat
IV adalah Pejabat yang mengeluarkan Risalah Lelang Nomors
192/1998-1999 incasu Pejabat lelang dari Kantor Lelang Ne-
gara Bengkulu (Saudara ROIS ASHARI, SH) dan buken Kepala
Kantor lelang Negara Bengkulu yang nota bene bukan Pejabat
yang menerbitkan Risalah lelang dimaksud (sesuai ketentuan
pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986) 3

Bahwa Risalah Lelang Nomor 192/1998-1999 tangsal 6 Oktober

1998 bukan obyek gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana &i
mpksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Pahun~
1986 karena diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan Ba
dan Peradilan incasu Pengadilan Negeri Bengkulu yang

mnetapkan ssseBse e
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f ! ' menetapkan dalam surat penetaparmys yang berkepale "Demi K¢
adiian Berdasarkan Ketuhsnan TYang Maha Esa" untuk menjual
leolang barsng-barang sengketa milik Penggugat.

Penjualan lelang mana dilsksanakan oleh Pengadilan Kegeri

Bengkulu dalam tugas justisialnya yang bersifat jurisdictie
voluntaire sehingga mengacu kepada ketentuan Pasal 2 humf

¢ Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Keputusan ( Risalah Le-

lang) in litis adalab merupakan salah satu keputusan tata
Uasha Negara yang dikecualikan dan tidak bima  dijadikan

obyek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara 3

4. Bahiwa Ripalah Ielang tidsk memenuki salsh satu dari

6 (enam) wsur komulatif yang ditentukan oleh Pasal 1 angka
3 Undang-undang Fomor 5 Pahun 1986, karena iei Risalah Le=
lang & qQuo pads prinsipnys memuat kesepekatan antara  pen—
jual (Pengadilan Negeri Bengkulu) dan pembeli untuk melaku-
kan jual beli lelang atas obyek lelang milik Penggugat yang
dilskukan dihadapan dan disabken oleh Pejabat lelang.
Dalam hal ini, Risalah Lelang Nomor 192/1998-1999 dapat d&i
katakan lahir dalam ruang lingkup hukum perdata sebagnimana
dimaksud dalam pasal 2 bhuruf a Undang-undang Nomor S5 Tahune
1986 3

5, Bahwa dilihat dari bentuk dan isinya, Risalab lelang sebe—

narnya merupakan suatu Berita Acara tentang telah dilaksans
karnya lelang yang dibuat oleh Pejabat lelang. Dalam kaitan
ini Bisalah Lelang dipersamakan dengan akta otentik yang di
buat Notaris sebagal akta pengesahan dalam suatu perbuatan
hukun jual beli.

Dari segi fungsinya Risalah Velang berfungsi sebagai akta

iransfort yang dapat dipergunakan untuk kepsntingan pendaf

pendaftaran seesecscase
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pendafta:an/peralihan bak atau untuk mempertahankan hak
atau sebagai alat bukti bak. Pengujian kebemaran atas fak-—
ta atau keabsghan hujnummya hanya dapat dilalkukan oleh per-

adilan umanm g

6. Bahwa gugatan kurang pihak, sebagsl pedoman dalam menentu—
kan harga jual/lelang atas barang-barang tersebut adalah
hargs 1imit yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Bengku
1u sedangkan didalam menentukan harga limit, pihsk penjual
mominta konfirmasi taksasi harga kepada Tergugat I, I1 dan
IIT, Jadi menuru} hemat kemi untuk memperoleh kepastian hu
kun dalam masalsh ini sangat berdasar dan beralasan bilams
na pihak Pengadilan Regeri Bengkudu amelaku penjual ditarik
sebagai pihak dalam pemerikssan perkara ini g

Meninmbang, bahwa sebelum mexbahas lebih jaukh  tenteng
ekpepsi~oksepsl yang diajukan oleh Tergugat III dan IV geba=-
gai tersebut di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara skan meno=-
liti terlebih dahulu iai obyek gugatan yang diterbitkan oleh

Tergugat I dan II j

Y=< Menjmbang, bahwa pasal 1 angka 3 Undangwundang Nomors
5 Tahun 1986 menyatakan t Keputusan Tata Usaha Negara adalah
susiu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pee
jabat Tata Usaha Negara yeng berisi tindakan hukum Tats Ussha
Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bexr
laku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menim-
bulkan skibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata j

Bahwa sesual rumusan pasal tersebut di atas suata Ke-
putusan Tata Usaha Negara yang merupakan dasar lahimya seng-
keta Tata Usaha Negara harus memenuhi iumsur-unsur secara komu

latif sebagai berikut

1. mm LEL R R R RN N PR
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1. suatu penetapan tertulis

2, dikeluarikan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

3, berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara L L
4. berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berliaku 3 - -
5« bersifat konkret, individual dan final j

6. menimbulkan akibat hukum j

¥onimbang, bahwa dari isi surat keputusan yang diter—
bitkan cleh Tergugat I dan II, Pengadilan Tate Usaha HNegara
berpendapat tidak memenuhi unsur ke 5 {lima) dan ke 6 (enam)
dari pasal 1 angka 3 Undang-undang Nowor 5 Tahun 1986, karena
surat keputusan a quo belum menimbulkan akibat hukum, belum
menimbulkan hak atau kewajiban/belum menimbulkan perubshan hu
bungan hukum ; Masib memerluksn persetujuan instansi lain in
casu Pengadilan Negeri Bengkulu selaku penjual dan belum defl
nitif/masih dapat diubsh dan belum menentukan posisi huboum

(conform bukti T.IV-T7) j

Menimbang, bahva selanjutnya terhadap eksepsi yang di-
ajukan Tergugat IIT dan IV tersebut di atas, Pengadilen Tata

Usaha Negara berpendapat sebagai berikut s

1., Bahwa terhadap eksepsi ini tentang hasil penilaian Pejabat
Pungsional Penilai FBE bukan suatu keputusan Tata Usaha Ne
gara (beschikking) adalah tidak benar, surat keputusan ter
gsebut yang dikeluarkan oleh Tergugat IIT Pengadilan Tata
Usaha Negara berpendapat bahwa oleh karena surat keputusan
berimi tentang penilaijan karga tanah dan bangunan mlik
Penggugat adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ber
dasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi
surat keputusan tersebut tidak memenuhi unsur ke 5 (lima)

dan ke 6 (enam) dari ketentuan pasal f angka 3 Undang-un—

Uﬂdang‘-‘lmda.ng sesene
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Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sehingge pendapat Pengadi)
an Tata Usaha Negara mengenal hal ini seperti diuraikan d&i
atas secara mutatis mutandis dapat diterapkan dalam menilad
eksepsi ini, oleh karena itu bharus dinyatakan dapat dite-

rima j

2. Bahwa terhadap ekeepsi Tergugat IV Nomor 3 (tiga) tentang
obyek Gugatan Risalah Lelang Nomor 192/1998-1999 tanggal 6
Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh Tergugat IV, Pengadilan
Tata Usgha Negara berpendspat bahwa oleh karena surat kepu
tusan a quo berisi tentang telah dilaksanakannya lelang
yang diperintahkan oleh Pengadilan Negeri Bengitulu dan di-
laksanaken oleh Kantor Lelang Negara adalsh dalam rangka
ekselkusi dan bukan merupakan putusan dari Kantor Lelang Ne-
gara, meka kepuiusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat -
IV merupakan hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarksn
ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dengen berpe-—
doman pada pasal 2 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986
Pengadilan Tata Usaeha Negara Bengkulu tidak berwenang untuk
memeriksa dan mengadilinya

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan pertim-
bangan tersebut di atas, meka Surat Keputusan Tergugat I, II~
dan IIT tidak memenubi unsur ke 5 (1ima) dan ke 6 {enam) dari
basal 1 angka 3 dan eksepsi Tergugat IV Nomor 3 yang mengenal
ketidsk wenangan Pengadilan Tata Usahs Fegara memeriksa obyek
gugatan dapet dikabulkan, oleh karena itu gugatan Ponggugat
terhadap Tergugat I, II, III dan IV harus dinyatakan tidak da-
pat diterima (Niet Omtvankelijk Verklaard) ;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi tersebut di
atas, mermurut hemat Pengadilan Tata Usaha Negara telah cukup

alasan sesvenanses
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alasan untuk menyatakan babhwa gugatan Penggugat tidak dapat
diterima, mska oleh karena itu oksepsi-eksepsi yang lain lain

nya tidsk perlu dipertimbengkan lagi $

DATAM POKOK PERKARA

Menichang, bahwa yang akan diwujudkan dalam pelelangan
adalah harge yang patut

Honimbang, bahwa dalam persidangan pemeriksasn perkara
ini terdapat adanya fakta hukum bzhwa penafeiran harga yang
tidak masuk akal, tidak realistis dan obyektif karena tidak
didasarkan pada penilaian secara menyeluruh dari segals segi
yaltu keadaan dan kondisi barang, sussans Perekonomian, fluke
tuasi moneter, tajamya persaingan dibidang usaha yang ber-
sanglcutan dengan barang yang hendsk dilelang tidak ikut dipexr
hitungian

Menimbang, bahwa agar harga penafsiran dan panentuan
harga patokan terendah realistis dan obyektif harus berpedo~

man kepada beberapa faktor, yaitu :
weorm ASRek T

&. faktor kepatutan (reasonable), sesuai dengan nilai harga
pasaran barang yang hendak dilelang H

b. faktor keadaan atau kondisi barang yang hendak dlelang j

¢. faktor ekonomis, unsur kebutuhan dan persaingan jenis ba-

rang yang bersangiaitan dalam dunia perekonomian 3

Menimbang, meskipun demikian Pengadilan Tata Ussha New
gara tidalk akan menilai dan mempertimbangkan lebih jauk, kare
ha kecurangan atau pelelangan telah dilsksanskan secars, cerg
boh, hal itu hanya dspat dibatalikan melalui suatu gugatan
yang diajukan ke Pengadilan Negeri j

Menimbang, bahwa karens obyek gugatan yang dikeluarian

Tel'gugat Sseennuas
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I ' .- Torgugat I, II dan III {idak memenmubi unsur kelims dan keenam
| dari ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun~
1986 dan eksepsi Tergugat IV Nomor 3 dinyatakan dapat diteri
ma, maka segala hal yang telah dikemukakan dalam pemerikeasan
porkera ini sebagai tertera dalam Berita Acara Peraidangan

Yang mengenai pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lagi j

Monimbang, oleh karena Penggugat sebagai pibek yang
kalsh, maka ia dihukum untuk membayar biaya perkara j

Mengingat ekan pasal-pasal 1 angke 3 dan 4, 77,97 ayat
7, 109 dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 serta peraturan—
lain yang bersangkutan j

MEFGCADILI

DALAM FKSERSI

' ~ Monyataken Eksepsi Tergugat III dar Eksepei Tersgugat IV No-

mor 3 dapat diterims dan dikebulkan ;

- Menyatakan Eksepsi Tergugat IV selebihnya tidak perlu diper
timbangkan lagi ;

DATAN POKOK PERKARA

~ Manyatakan gugatan Penggugat tidsk dapat diterima J e

= Menghukum Penggugat untuk membgyar bisya perkara yang sam-

pai saat ini ditetapkan sebesar Rp.748.000,- (tujuh ratus—

empat puluh delepan ribu rupiah)

Demilcianlah perkara ini diputus dalam rapat permeys—
waratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkuiu
pada hari Senin, tanggal 25 Mei 1999 oleh kami NORA MUROD,SH.,
* ~ sebagal Hakim Ketua, JAYATAN STHOMBING, SH. dan MULA HAPOSAN=

| : : HULL HAPOSAN SIRATT,SH

LR = X1
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MNULA HAPOSAN SIRAIT, SH, pmesing-masing sebagai Hakim Anggota
putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk
ummn oleh NORA MUROD, SH, mebagai Haldm Ketua, dengan didame
pingi oleh MULA EAPOSAN SIBAIT, SH, dan KHAIRUDIN NASUTION,SH
masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari BABU, tanggal 9
JUNT 1999 dengan dibantu oleh SYAMSUL BAHRI, SH. sebagai Panji
tera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa

Tergugat j
o ta
%’-“1 Anggota I, _ Hakim Ketua,
> TNERY
7 ~ ~—r e
MULA HAPOSAN SIRATT, SH.
§ |
i b i ;
> i
IN 10, SH
. Panitera Pengganti,
.
/
7/36801, BAFRT SH,

|

|

|
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